PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1961
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah sebagai yang
dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5
Tahun 1960; Lembaran Negara 1960 Nomor 104 - Tambahan
Lembaran-Negara No. 2043);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 19, Pasal 26 dan Pasal 52 Undang-undang pokok Agraria;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja padatanggal 28 Pebruari 1961.
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut semua peraturan pendaftaran tanah yang masih berlaku:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN
TANAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah
menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai
pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-
masing daerah.
Pasal 2 ...
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Pasal 2
1) Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-
daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut : desa).

2) Menteri Agraria menetapkan saat mulai  diselenggarakannya

pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah.

BAB II
PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENY ELENGGARAAN
TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH
BAGIAN | : PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Pasal 3
1) Daam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua

bidang tanah diukur desa demi desa.

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan
a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
b. penetapan batas-batasnya.

3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh
suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang
ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan
Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah
Desa atau lebih sebaga anggota (selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya
perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang
penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Prgja dan Kepolisian Negara.
Di dalam menjaankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan
keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.

4) Hasil ...



4)

5)

6)

7)
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2)
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Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang
bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan
oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh
anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau

wakilnya.

Jika ada perselishan tentang batas antara beberapa bidang tanah
yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak
atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal

itu dengan yang berkepentingan secara damai.

Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam
perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang
sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu
kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada
peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasa 4 dan 7
dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagal tanah

sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.

Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda
batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri

Agraria

Pasal 4.
Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal
3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai

perbandingan.

Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di
dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang
tidak.

3) Sdain ...



3)
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Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor
pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika
mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung,

jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

Pasal 5

Cara mengukur dan membuat peta-peta sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Agraria.

1

2)

3)

Pasal 6
Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka
semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor
Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada
yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai

penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.

Mengena keberatan yang digjukan dalam waktu yang dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan,
diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang

bersangkutan.

Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas
selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1)
tidak digjukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu
disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria.

BAGIAN Il : ...
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BAGIAN Il : PENYELENGGARAAN TATA-USAHA PENDAFTARAN TANAH

Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor
Pendaftaran Tanah diadakan :
a daftar tanah
b. daftar nama
c. daftar buku-tanah
d. daftar surat-ukur.
Pasal 8

Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan

oleh Menteri Agraria.

Pasal 9
1) Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid.

2) Bentuk buku-tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri

Agraria

Pasal 10
1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap
hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan
diadakan daftar buku-tanah tersendiri.

2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas
tanah.

3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan
sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Pendaftaran ...



